BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan mutasi di Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
dan didukung lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil. Selain itu juga pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota
Lubuklinggau juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Rebublik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Mutasi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait
persyaratan dan berkas untuk melakukan mutasi.
2. Hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan mutasi di Kota
Lubuklinggau diantaranya:
a. Faktor pendidikan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
juga menjadi hambatan pelaksanaan penempatan mutasi pegawai.
Masih adanya penempatan pegawai yang belum berpegang pada
prinsip “The right man in the right place and the right man in the
right job” yang artinya penempatan orang- orang yang tepat pada
tempat dan jabatan yang tepat.
b. Persoalan politik sitem kekeluargaan yang menimbulkan

penilaian secara subjektifitas dalam proses pemutasian dan tidak

80



adanya hukum yang mengatur yang dapat meperbaiki politik
kekeluargaan dalam pelayanan proses pemutasian seperti ini.

c. Persoalan kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) yang belum
memberikan pelayanan yang terbaik terhadap proses pelayanan

pemutasian.

B. Saran

1.

Diharapkan Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia
(BKPSDM) Kota Lubuklinggau lebih memperhatikan persoalan
pendidikan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta
diharapkan berpegang pada prinsip “The right man in the right place
and the right man in the right job” yang artinya penempatan orang-
orang yang tepat pada tempat dan jabatan yang tepat.

Persoalan kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) juga menjadi
sorotan agar adanya upaya memberikan edukasi dengan harapan untuk
meningkatkan kulitas kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) dalam
memeberikan pelayanan terkait proses pemutasian Pegawai Negeri
Sipil.

Diharapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki payung hukum
yang mengadili dan menindak persoalan politik kekeluargaan dan

subjektifitas dalam proses pemutasian di kawasan Kota Lubuklinggau.
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